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Abstract

The acquittal in Case Number 454/Pid.B/2024/PN Sby raises legal concerns as it contradicts Article
182(4) of the Indonesian Criminal Procedure Code and the legality principle in Article 1(1) of the Penal
Code, which require verdicts to be based on the indictment and proven facts. This reflects a gap between
legal norms and judicial practice. This study aims to examine the judge’s reasoning and assess whether
the application of the ultra petita principle beyond the indictment is legally justified. Using a normative
juridical method with statutory and case approaches, the research found that the acquittal was based
on the absence of criminal elements under Articles 338 and 351(3) of the Penal Code, and the lack of
two valid pieces of evidence and judicial conviction as required by Article 183 of the Criminal Procedure
Code. The judge applied the in dubio pro reo principle to uphold the presumption of innocence. The
novelty of this study lies in its argument that ultra petita may be justified if it aligns with the substance
of the indictment, is based on valid evidence, and serves to protect the defendant’s rights through judicial
independence. In conclusion, judges act not only as interpreters of law but also as upholders of
substantive justice. It is recommended that judges strengthen integrity and objectivity to maintain
public trust in the criminal justice system.

Keywords: Judicial Consideration, Acquittal, Assault Crime.

Abstrak
Putusan bebas dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menimbulkan persoalan hukum
karena tidak sejalan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP, yang menuntut putusan berdasar surat dakwaan dan fakta yang terbukti di persidangan. Hal
ini mencerminkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini
bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dan menilai apakah penerapan asas ultra petita di luar
dakwaan dapat dibenarkan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa putusan bebas dijatuhkan karena unsur tindak pidana tidak terbukti berdasarkan Pasal 338
dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta tidak terpenuhinya dua alat bukti dan keyakinan hakim sesuai
Pasal 183 KUHAP. Hakim menerapkan asas in dubio pro reo untuk menjaga prinsip praduga tak
bersalah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bahwa penerapan ultra petita dapat
dibenarkan jika tidak menyimpang dari substansi dakwaan, berbasis bukti sah, dan sebagai bentuk
perlindungan hak terdakwa dalam semangat independensi kehakiman. Kesimpulannya, hakim tidak
hanya sebagai corong undang-undang, tetapi penegak nilai keadilan substantif. Disarankan agar
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hakim memperkuat integritas dan objektivitas agar menjaga kepercayaan publik terhadap sistem
peradilan pidana.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga
ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.! Tujuannya bukan semata-mata untuk
memberikan hukuman kepada pelanggar hukum, tetapi juga untuk menciptakan kepastian
hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar dalam
menyusun, menafsirkan, dan menegakkan hukum secara seimbang. Ketegangan antara
ketiganya sering kali tak terhindarkan, misalnya antara keadilan substantif dengan
kepastian hukum formal.

Di antara aparat penegak hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting
dan strategis. Sebagai organ yudikatif, hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum
secara tekstual, tetapi juga wajib memahami dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup
dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.2 Norma ini memberikan mandat moral dan
konstitusional kepada hakim agar tidak hanya terpaku pada aturan tertulis semata,
melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan
putusan.3

Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat
penting. Ia merupakan dasar pemeriksaan di pengadilan dan membatasi ruang lingkup
pembuktian serta putusan hakim. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa
musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal ini berarti putusan hakim
tidak boleh bertentangan dengan isi dakwaan atau fakta yang terungkap selama

persidangan. Ketentuan ini dikenal dengan asas "ne bis in idem" dan prinsip "ultra petita

1 Setiadi, H. Edi. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.
Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 12.

2 Praja, Tasya Wiraning, Muhammad Nur, and Budi Bahreisy. "Penjatuhan Putusan Bebas
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." Jurnal IImiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh 7, mno. 4 (Oktober, 2024): 1-19. Diakses tanggal 29 Juni 2025.
DOIL:https://doi.org/10.29103/jimth.v7i4.19597

3 Chandranegara, Ibnu Sina, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2021,
hlm. 21.
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partium" dalam hukum acara pidana.

Ultra petita dalam hukum merujuk pada putusan hakim yang melebihi atau
melampaui tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan atau
gugatan.* Dalam bahasa Latin, "ultra" berarti "lebih" atau "melebihi,” sedangkan "petita"
berarti "permintaan” atau "tuntutan". Secara sederhana, "ultra petita" berarti hakim
menjatuhkan putusan yang lebih dari apa yang diminta atau dituntut oleh pihak yang
mengajukan perkara.5 Dalam hukum pidana, prinsip ultra petita berarti bahwa hakim tidak
boleh menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa atau di luar dari dakwaan
yang telah diajukan.t Asas ini bertujuan menjaga objektivitas serta menghindari tindakan
sewenang-wenang dari hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan bagi terdakwa.”

Namun, terdapat pula pandangan bahwa prinsip ultra petita tidak sepenuhnya
berlaku kaku dalam perkara pidana, sebab hakim memiliki kewenangan penuh untuk
menilai fakta hukum berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, bukan hanya
berdasar tuntutan jaksa.8 Hakim tetap harus merujuk pada surat dakwaan sebagai dasar
pertimbangan, karena penyimpangan terhadap dakwaan bisa menimbulkan pelanggaran
hak asasi terdakwa, termasuk hak untuk membela diri secara layak.®

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki kebebasan
menjatuhkan putusan di bawah, setara, atau di atas tuntutan jaksa, selama masih dalam
batas maksimum pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan.1? Hal ini sejalan

dengan asas independensi kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

4 Sriwidodo, Joko. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kepel Press, Jakarta,
2020, hlm. 54.

5 Sunarso, H. Siswanto. Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika, Jakarta,
2022, him. 26.

6 Krisemen, Yudi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers,
Jakarta, 2022, him. 41.

7 Muliana, Raudah, Zulfan Zulfan, and Herinawati Herinawati. "Tinjauan Yuridis Putusan
Hakim Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan
Nomor: 247/PID. SUS/2022/PN Tbt)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh 7, mno. 2 (April, 2024): 1-19. Diakses tanggal 29 Juni 2025.
DOI:https://doi.org/10.29103 /jimfh.v7i2.16091

8 Maringka, Jan S. Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.
66.

9 Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika,
Jakarta, 2022, hlm. 31.

10 Aprilianda, Nurini. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Universitas
Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 37.
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”, yang berarti bahwa kekuasaan kehakiman harus
dijalankan secara independen tanpa campur tangan dari kekuasaan legislatif maupun
eksekutif. Kemandirian ini menegaskan bahwa hakim dan lembaga peradilan wajib bebas
dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau pengaruh pihak mana pun, agar dapat
menjalankan fungsi peradilan secara objektif, adil, dan berlandaskan hukum.

Namun demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang melebihi ancaman
maksimum yang ditentukan oleh pasal yang didakwakan, karena hal ini akan bertentangan
dengan asas legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.!! Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan
jaksa, tetapi masih dalam batas maksimal pasal, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara
hukum, asalkan disertai dengan pertimbangan hukum yang kuat, misalnya adanya keadaan
memberatkan seperti perbuatan yang sangat sadis atau korban yang lebih dari satu.12
Sebaliknya, jika hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa dan juga melebihi
ancaman pidana maksimal pasal, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum.

Sistem penjatuhan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim setelah memperhatikan alat bukti yang sah
sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.!3 Hakim tidak terikat secara mutlak kepada
tuntutan jaksa, tetapi harus menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam
persidangan.

Tabel Penelitian Terdahulu

Penulis Fokus dan Rencana Kebaruan
Judul Penelitian Keterbatasan e (Novelty)
No| dan Temuan Penelitian
Terdahulu / GAP yang
Tahun Utama Baru .

Ditawarkan
Ulfiyah | Penerapan Hukum Judicial Fokus pada MA Analisis Spesifik pada
1 | Hasan | oleh Hakim dalam | activism MA |dan narkotika, | pertimbangan | yuridis formil
(2019)*4| Putusan MA No. | dalam kasus tidak hakim PN dan materiil

11 Handoko, Duwi. Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, Hawa dan
Ahwa, Jakarta, 2017, hlm. 11.

12 Yustisia, Tim Visi. KUHP & KUHAP, VisiMedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 65.

13 Aprilianda, Nurini. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Universitas
Brawijaya Press, Malang, 2017.

14 Hasan, Ulfiyah, "Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
1940 K/Pid.Sus/2015"  PhD diss., UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, 2019.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48548/1/
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. Kebaruan
Penulis Judul Penelitian Fokus dan Keterbatasan Renc_arlla (Novelty)
No| dan Temuan Penelitian
Terdahulu / GAP yang
Tahun Utama Baru .
Ditawarkan
1940 membahas Surabaya dalam putusan
K/Pid.Sus/2015 narkotika; pengadilan |dalam putusan| bebas kasus
hakim tingkat bebas kasus | pidana umum
memutus di pertama penganiayaan
luar dakwaan
demi keadilan
Kajian yuridis
Dasar Konflik antara Mengkaji dasar| terhadap
Aneeun Pertimbangan Pasal 182 Terbatas pada yuridis hakim keabsahan
§8 Hakim di Luar KUHAP dan AS P dalam kasus | putusan bebas
2 | Isma : narkotika dan . :
(2024)15 Dakwaan JPU realitas PN Jambi penganiayaan di luar
dalam Tindak penegakan menyebabkan dakwaan
Pidana Narkotika hukum kematian dalam kasus
kekerasan
Pertimbangan Fokus pada Perbandingan
Hakim Memutus | ultra petita Fokus pada Tinjauan enera agn
Arga Perkara di Luar dan konflik peradilan pertimbangan p be
. . . asas legalitas
3 |Erlangga| SuratDakwaan | asaslegalitas | militer, bukan | hakim dalam dalam sistem
(2019)16| (Putusan No. 26- dalam peradilan kasus umum di eradilan
K/PM II- peradilan umum PN Surabaya pumum
11/AD/1V/2014) militer
Argumentasi MA Analisis
Kasasi & mengabulkan Terbatas pada Meneliti aspek| mendalam
Yunita | Pertimbangan MA | kasasi karena pad pertimbangan | tentang kehati-
. tahap kasasi . . .

4 Savira Mengabulkan kesalahan dan tindak hakim PN hatian hakim
Budiarti| Kasasi di Luar judex facti; idana dalam putusan| menjatuhkan
(2020)17| Dakwaan (MA No. | tafsir ulang pidan bebas tingkat | putusan bebas

. narkotika .
784 dakwaan demi pertama di luar
K/Pid.Sus/2018) keadilan dakwaan

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

15 Isma, Anggun. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN

Jmb)". PhD diss., Universitas Jambi, 2024. https://repository.unja.ac.id/59787/

(Putusan

16 Erlangga, Arga. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Surat Dakwaan
26-K/PM 1I-11/AD/IV/2014)".

Nomor:

https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/90559

PhD

17 Budiarti, Yunita Savira.

diss.,

Sebelas

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/81560/

PhD diss.,

Maret

Universitas

Surakarta,

Jember,

"Argumentasi Kasasi Terdakwa dan Pertimbangan MA
Mengabulkan Kasasi di Luar Dakwaan Penuntut Umum (Putusan MA Nomor 784 K/Pid.Sus/2018)".
Universitas
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yang bersalah melakukannya. Dalam praktik peradilan, kadang ditemukan putusan hakim
yang menyimpang dari surat dakwaan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik
adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dalam
perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Kasus pidana yang melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur berawal dari
dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai
Pasal 351 ayat (3) KUHP. Korban, Dini Sera Afrianti, dinyatakan meninggal dunia setelah
mengalami rangkaian peristiwa yang dimulai dari pertemuan di tempat karaoke Blackhole
KTV pada 3 Oktober 2023, di mana korban bersama terdakwa dan rekan-rekan lainnya
mengonsumsi minuman beralkohol. Setelah kegiatan tersebut, terjadi cekcok antara
keduanya di lift hingga berlanjut ke area basement. Dalam insiden tersebut, korban sempat
menampar terdakwa, dan terdakwa mendorong korban hingga korban bersandar di mobil.
Pada saat itulah terdakwa mengemudikan mobil dan menyebabkan korban terlindas.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia dengan hasil
autopsi menunjukkan adanya luka robek pada organ hati akibat kekerasan tumpul.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan
pembunuhan dan penganiayaan. Terdakwa membantah semua tuduhan dan menyatakan
tidak bersalah. Sejumlah saksi dan ahli dihadirkan, termasuk rekan korban dan ahli
forensik, yang memberikan keterangan mengenai kondisi korban sebelum dan sesudah
kejadian. Berdasarkan penilaian Majelis Hakim, unsur pembunuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena tidak terdapat bukti yang
meyakinkan bahwa terdakwa secara sengaja merampas nyawa korban. CCTV juga
menunjukkan bahwa korban berada di luar jalur kendaraan saat terdakwa mengemudikan
mobil. Demikian pula, unsur penganiayaan berat dan kelalaian sebagaimana tercantum
dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada bukti
konkrit bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan atau lalai dalam berkendara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan. Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan dipulihkan hak-haknya.
Dalam kasus ini, jaksa menyusun surat dakwaan secara alternatif, yaitu:

1. Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan dengan sengaja (maksimal 15 tahun),
2. Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan menyebabkan kematian (maksimal 7
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tahun),

Pasal 359 KUHP yaitu kelalaian menyebabkan kematian (maksimal 5 tahun),

4. Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan biasa (maksimal 2 tahun 8 bulan).

Tujuan dari penyusunan alternatif ini adalah agar majelis hakim dapat menentukan
pasal yang paling sesuai dengan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses
persidangan. Namun, dalam proses pembuktian, majelis hakim menilai bahwa tidak ada
satu pun unsur dari keempat dakwaan tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan,
karena tidak ditemukan adanya niat membunuh, tindakan penganiayaan, ataupun kelalaian
dalam mengemudi sebagaimana ditunjukkan oleh rekaman CCTV dan keterangan saksi.
Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dakwaan alternatif dalam
kasus ini pada akhirnya mencerminkan upaya jaksa untuk menjangkau seluruh
kemungkinan pertanggungjawaban pidana dari berbagai sudut pandang hukum, meskipun
hasil akhir tetap ditentukan oleh kekuatan alat bukti dan keyakinan hakim.

Jika merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka hakim seharusnya tidak hanya menilai berdasarkan hukum
formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan masyarakat. Dalam kasus Gregorius Ronald
Tannur, muncul persepsi publik bahwa hakim tidak memaksimalkan fungsi progresif
kekuasaan kehakiman, karena membebaskan terdakwa padahal terdapat indikasi kuat
adanya perbuatan pidana. Dengan demikian, melalui skripsi ini, penulis ingin menganalisis
pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan
penuntut umum, baik secara teoritis maupun praktis, serta menguji apakah pertimbangan
tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, asas legalitas, dan batas kewenangan hakim
sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.

Berdasarkan penjabaran tersebut, menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berada di luar dakwaan jaksa
penuntut umum, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024 /PN.Sby. Kajian ini penting guna menjawab pertanyaan krusial mengenai
batas independensi hakim, penerapan asas ultra petita dalam pidana, serta keseimbangan
antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana
Indonesia.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif

yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggabungkan analisis norma hukum dan data
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lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, istri korban, dan pengacara
keluarga korban. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara dengan
informan dan responden) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku,
jurnal, dan dokumen hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif
normatif melalui interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan evaluasi terhadap
kesesuaian penerapan hukum dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor

454/Pid.B/ 2024 /PN Sby

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa
Gregorius Ronald Tannur dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan
kematian berdasarkan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby merupakan contoh
penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya
mengenai pembuktian, asas praduga tak bersalah, serta prinsip kehati-hatian dalam
menjatuhkan pidana. Hakim memulai dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap alat
bukti dan fakta persidangan, termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, hasil visum et
repertum, serta keterangan ahli forensik. Dalam analisis tersebut, hakim menemukan
bahwa meskipun terdapat indikasi kekerasan terhadap korban, tidak terdapat alat bukti
yang secara sah dan meyakinkan dapat menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung dan
dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Majelis hakim berpegang pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan
bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelakunya. Dalam perkara ini,
kendati ditemukan sejumlah alat bukti, hakim tidak menemukan keterpaduan atau korelasi
yang kuat di antara alat-alat bukti tersebut untuk membangun keyakinan bahwa terdakwa
bertanggung jawab secara pidana atas kematian korban. Tidak adanya saksi langsung yang
melihat terdakwa melakukan kekerasan yang menyebabkan luka fatal, serta tidak adanya
rekaman CCTV yang merekam secara utuh tindakan tersebut, mengakibatkan timbulnya
keraguan serius dalam benak hakim. Dalam konteks ini, prinsip in dubio pro reo diterapkan
secara ketat oleh hakim, yakni ketika terdapat keraguan yang tidak dapat dieliminasi, maka

putusan harus dijatuhkan demi kepentingan terdakwa.
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Hakim juga mencermati secara cermat ketidaksesuaian antara fakta hukum dan
dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwa terdakwa dengan
Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang
menyebabkan kematian, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan
kematian. Namun, berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap seluruh alat bukti, tidak
satu pun pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
Dalam aspek hukum formil, ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika
kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim wajib
menjatuhkan putusan bebas. Oleh karena itu, keputusan untuk membebaskan terdakwa
merupakan implementasi normatif yang sah dalam kerangka hukum acara pidana di
Indonesia.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa unsur dolus atau kesengajaan, sebagai
bagian integral dari delik dalam Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, tidak dapat
dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan. Keterangan saksi tidak mampu menjelaskan
secara utuh dan konsisten tentang niat atau kehendak terdakwa untuk membunuh atau
melakukan penganiayaan berat. Bahkan hasil visum, meskipun menunjukkan adanya luka
akibat benda tumpul pada tubuh korban, tidak dapat secara pasti menghubungkan luka
tersebut dengan tindakan spesifik dari terdakwa. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya
unsur perbuatan (actus reus) yang tidak terbukti, tetapi juga unsur niat (mens rea) sebagai
prasyarat dalam pembuktian tindak pidana tidak dapat dibangun dengan keyakinan penuh.

Lebih lanjut, hakim menilai bahwa putusan bebas merupakan pilihan yang tepat
dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana yang adil, objektif, dan berdasarkan pada
bukti, bukan asumsi ataupun tekanan publik. Dalam situasi yang menyedot perhatian
masyarakat luas, majelis hakim menunjukkan keteguhan sikap dengan tetap memegang
prinsip bahwa hukum tidak boleh tunduk pada opini publik, tetapi harus berpijak pada alat
bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya prinsip kehati-hatian
(judicial restraint) dalam menjatuhkan pidana, yang menjadi ciri khas dari sistem peradilan
pidana modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas due process of law.
Putusan bebas ini juga memiliki dampak hukum yang penting, diantaranya :

1. Terdakwa berhak atas pemulihan nama baik dan hak-hak sipilnya.

2. Seluruh barang bukti milik pribadi terdakwa yang tidak terkait dengan perkara
harus dikembalikan.

3. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara, sebagaimana ketentuan hukum
acara pidana.
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Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya
menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak-hak terdakwa,
termasuk hak untuk tidak dihukum tanpa pembuktian yang kuat. Selain itu, pertimbangan
hakim dalam perkara ini secara implisit mengajak semua pihak untuk memperkuat kualitas
penyidikan dan penuntutan, Khususnya dalam aspek pembuktian ilmiah dan
profesionalisme aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi yang solid dalam
mengumpulkan alat bukti yang kuat menjadi catatan kritis terhadap kualitas penegakan
hukum di Indonesia. Di sisi lain, perkara ini menjadi preseden penting dalam penguatan
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang harus dijadikan pegangan oleh
semua aktor hukum dalam sistem peradilan pidana.

Terakhir, dalam dimensi yang lebih luas, putusan bebas atas nama Gregorius Ronald
Tannur mengandung pesan filosofis bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama
emosi publik atau keinginan untuk memberikan efek jera semata. Keadilan harus
ditegakkan berdasarkan hukum, alat bukti, dan hati nurani yang tidak berpihak. Dalam
sistem hukum yang demokratis, hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum (law
enforcer), tetapi juga penjaga moral dan akal sehat hukum (moral guardian) yang
memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dihukum tanpa alasan hukum yang sah
dan meyakinkan.

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
bebas atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan
Nomor 454 /Pid.B/2024 /PN Sby adalah hasil dari proses evaluasi yuridis yang mendalam,
objektif, dan profesional. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip pembuktian yang
ketat dalam hukum pidana, memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa, dan menjadi
refleksi nyata dari komitmen peradilan terhadap asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

hukum di Indonesia.

B. Kendala Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan Hukuman
Terhadap Oknum Polisi Pelaku Penganiayaan Tahanan Hingga Meninggal
Dunia

Penerapan asas ultra petita dalam hukum acara pidana yakni ketika hakim memutus

perkara di luar dari ruang lingkup dakwaan Penuntut Umum merupakan isu krusial yang

menyentuh dua sendi utama sistem peradilan pidana Indonesia independensi kekuasaan
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kehakiman dan perlindungan hak-hak terdakwa.!®8 Secara umum, asas ultra petita tidak
dikenal secara eksplisit dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP,
namun semangat dari asas ini tercermin kuat dalam prinsip due process of law dan asas
legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) yang menjadi dasar penegakan hukum
pidana yang adil dan menjamin hak-hak terdakwa.1®

Dalam hukum acara pidana, dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan fondasi
formal yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara. Putusan hakim yang
menjatuhkan hukuman berdasarkan hal-hal yang tidak didakwakan, atau tidak terbukti
secara sah di persidangan, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa, khususnya hak untuk membela diri secara
efektif terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya.2® Oleh karena itu, dalam bingkai teori
hukum klasik dan jaminan perlindungan HAM, penerapan ultra petita dalam perkara pidana
secara normatif tidak dibenarkan, karena menyalahi prinsip keadilan prosedural dan
merusak struktur kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Namun, dalam tataran praktik peradilan, realitas yang dihadapi hakim sering kali
lebih kompleks. Persidangan dapat membuka fakta-fakta baru yang belum terakomodasi
dalam surat dakwaan, baik karena kekurangan dalam perumusan jaksa maupun dinamika
pembuktian yang berkembang secara progresif. Di sinilah independensi hakim berperan
penting. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan UUD 1945 dan
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak sekadar
terikat secara formal pada dakwaan, tetapi juga berkewajiban untuk menggali kebenaran
materiil secara menyeluruh. Hal ini merupakan bentuk konkret dari judicial activism yang
bertujuan untuk menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

Dalam perspektif independensi kekuasaan kehakiman, hakim memiliki otoritas
untuk menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejauh fakta tersebut
sah menurut hukum, relevan terhadap perkara yang diperiksa, dan tidak menciptakan

kerugian terhadap terdakwa. Artinya, jika hakim memutus berdasarkan fakta yang tidak

18 Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Andi Ervin Novara Jaya. Sistem Peradilan Pidana. Penerbit
Nem, 2023.

19 Dermawan, Mohammad Kemal, and Mohammad Irvan Oli. Sosiologi peradilan pidana.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

20 Handayani, Tri Astuti, and Agus Pramono. "Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan
Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan
Nomor 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI)." Indonesia Berdaya 4, no. 4 (2023): 1359-1372. Diakses
pada tanggal 25 Juni 2025. DOIhttps://doi.org/10.47679/ib.2023566
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secara eksplisit ada dalam dakwaan, namun tidak memperluas pemidanaan di luar
substansi delik yang diajukan, dan dilakukan demi melindungi hak terdakwa serta
kepentingan keadilan, maka tindakan tersebut masih dapat diterima secara normatif dan
teoritik. Putusan bebas yang diberikan karena fakta-fakta tidak mendukung dakwaan,
sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, merupakan contoh
penerapan independensi hakim yang sehat dan sesuai dengan prinsip in dubio pro reo.

Namun demikian, apabila hakim justru menjatuhkan hukuman terhadap tindak
pidana yang tidak termuat dalam dakwaan, atau memasukkan unsur-unsur delik tambahan
yang tidak pernah diperiksa, maka tindakan tersebut merupakan bentuk nyata penerapan
ultra petita yang tidak dibenarkan secara hukum acara pidana Indonesia. Tindakan
demikian melanggar asas legalitas, merusak hak terdakwa untuk pembelaan yang efektif,
dan dapat menciptakan preseden buruk bagi akuntabilitas sistem peradilan. Hal ini dapat
dilihat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 143 KUHAP yang mengharuskan dakwaan
disusun secara cermat, dan Pasal 182 KUHAP yang menegaskan bahwa pemeriksaan
dilakukan berdasarkan surat dakwaan, bukan di luar atau melebihi dari dakwaan tersebut.

Dari segi perlindungan hak-hak terdakwa, sistem peradilan pidana bertumpu pada
asas bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar dakwaan yang jelas, dibuktikan
secara sah dan meyakinkan, serta diperiksa secara terbuka dan adil di persidangan. Maka,
apabila hakim menjatuhkan hukuman di luar ruang lingkup dakwaan, hal tersebut secara
langsung mengancam prinsip fair trial dan bisa berujung pada pelanggaran hak asasi
manusia. Hak atas informasi yang jelas mengenai tuduhan, hak untuk membela diri secara
penuh terhadap tuduhan tersebut, dan hak untuk hanya dihukum berdasarkan hukum yang
berlaku, menjadi tercederai oleh tindakan pemidanaan ultra petita.

Namun dalam kondisi sebaliknya, di mana hakim menggunakan kewenangannya
secara objektif untuk membebaskan terdakwa karena fakta-fakta hukum tidak mendukung
dakwaan yang diajukan, seperti dalam kasus terdakwa Gregorius Ronald Tannur, maka
putusan tersebut justru menjadi bentuk tertinggi dari perlindungan hak terdakwa. Hakim
dalam hal ini telah menjalankan kewenangannya secara independen untuk menilai bahwa
elemen delik tidak terpenuhi, dan karenanya terdakwa harus dipulihkan haknya sesuai
dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Dalam konteks inilah dibutuhkan keseimbangan antara dua prinsip besar: keadilan
substantif dan kepastian hukum. Keduanya tidak boleh dipertentangkan secara diametral,

melainkan harus disintesiskan dalam pertimbangan hukum yang utuh dan kontekstual.
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Penerapan ultra petita dalam arti sempit yakni pemidanaan di luar dakwaan tetap harus
ditolak karena melanggar prosedur. Namun, penilaian terhadap fakta hukum yang
melampaui narasi dakwaan demi membebaskan terdakwa justru merupakan perwujudan
prinsip due process of law yang sejati. Di sinilah letak urgensi pembacaan kontekstual
terhadap asas ultra petita.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas
legalitas dan due process of law, penerapan asas ultra petita dalam putusan pidana yang
merugikan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum. Akan tetapi, hakim tetap diberi
ruang untuk menjalankan independensinya menilai fakta hukum sepanjang tidak
melampaui substansi dakwaan dan tidak memperluas unsur delik, melainkan untuk
menjamin keadilan substantif dan melindungi hak-hak terdakwa. Putusan yang dijatuhkan
berdasarkan integritas, bukti yang sah, dan pertimbangan yuridis yang objektif akan
memperkuat legitimasi lembaga peradilan dan memperkokoh posisi hukum terdakwa
dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kesimpulannya, penerapan asas ultra petita dalam perkara pidana tidak dapat
dibenarkan apabila putusan yang dijatuhkan bertentangan dengan batas dakwaan
Penuntut Umum dan merugikan terdakwa. Namun, dalam kerangka independensi
kekuasaan kehakiman, apabila hakim justru menjatuhkan putusan di bawah dakwaan
karena fakta hukum yang berkembang di persidangan tidak membuktikan dakwaan secara
sah dan meyakinkan, maka putusan tersebut dapat dibenarkan dan bahkan merupakan
bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Dalam konteks inilah, peran hakim
sebagai pelindung keadilan substantif menjadi sangat vital untuk menjaga keseimbangan

antara keadilan dan kepastian hukum.

4. KESIMPULAN

Putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus
penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan cerminan penerapan prinsip
keadilan dan asas praduga tak bersalah secara nyata, karena tidak ditemukan bukti sah dan
meyakinkan yang membuktikan keterlibatan terdakwa. Kebaruan dalam penelitian ini
terletak pada analisis mendalam terhadap perbedaan penerapan asas ultra petita dalam
putusan pidana, di mana hakim tetap berada dalam koridor dakwaan meskipun hasil
persidangan menunjukkan fakta yang tidak mendukung pemidanaan. Saran yang dapat

diberikan adalah agar aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan penyidik, lebih teliti
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dalam penyusunan dakwaan dan pengumpulan alat bukti, serta agar hakim tetap menjaga
independensinya dalam menilai perkara secara adil, tidak terpengaruh opini publik, dan

selalu berpedoman pada asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
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